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LAMPIRAN

KOMISI INFORMASI

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Gedung J Lantai lll Kantor Gubernur
MAKASSAR

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 001/SK.MONEV/KI-SS/XII/2021

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar
layanan informasi publik dan menyelesaikan segketa informasi
publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;

b. bahwa sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik oleh Badan Publik diperlukan kualifikasi yang
dijadikan tolak ukur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tentang Hasil
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1);

5. Rapat Pleno Komisi Informasi Prov. Sulsel tanggal 09 Desember
2021.



Menetapkan :

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2021.

Bahwa Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Badan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021 berdasarkan kualifikasi per kategori Badan Publik
sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bahwa hasil keputusan ini sepenuhnya merupakan
kewenangan Komisi Informasi Provinsi dan tidak dapat

diganggu gugat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Makassar
pada tanggal , 10 Desember 2021

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SU ESI SELATAN,

£
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI
SULAWESI SELATAN

NOMOR : 001/SK.MONEV/KI-SS/XII/2021
TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

. BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA

Nama Badan Publik Bilat Kategori
Pemerintah Kabupaten/Kota

Kabupaten Luwu Utara 95.80 Informatif
Kabupaten Sinjai 92.01 Informatif
Kota Parepare 90.55 Informatif
Kabupaten Luwu Timur 89.18 Menuju Informatif
Kabupaten Pinrang 80.36 Menuju Informatif
Kabupaten Bone 80.27 Menuju Informatif
Kabupaten Bantaeng 79.26 Cukup Informatif
Kabupaten Bulukumba 77.45 Cukup Informatif
Kabupaten Maros 71.08 Cukup Informatif
Kabupaten Pangkep 68.27 Cukup Informatif
Kabupaten Jeneponto 63.99 Cukup Informatif
Kabupaten Gowa 63.33 Cukup Informatif
Kota Palopo 63.07 Cukup Informatif
Kabupaten Luwu 62.15 Cukup Informatif
Kabupaten Wajo 61.42 Cukup Informatif




II. BADAN PUBLIK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Sipil Prov. Sulsel

Nama Badan Publik T
ri
Organisasi Perangkat Daerah Setepa

RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel 85.75 Menuju Informatif
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah 82.84 Menuju Informatif
Prov. Sulsel
RSUD Haji Prov. Sulsel 80.73 Menuju Informatif
Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov.

74.25 Cukup Informatif
Sulsel
Dinas Perindustrian Prov. Sulsel 71.75 Cukup Informatif
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

70.65 Cukup Informatif
Prov. Sulsel
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel 69.02 Cukup Informatif
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

X 67.18 Cukup Informatif

Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel
Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

65.64 Cukup Informatif
Prov. Sulsel
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.

60.77 Cukup Informatif
Sulsel
Dinas Kependudukan dan Pencatatan

60.07 Cukup Informatif
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IIl. BADAN PUBLIK DESA

Nama Badan Publik

Pemerintah Desa e Fategot
Desa Bana, Kabupaten Bone 94.50 Informatif
Desa Ganra, Kabupaten Soppeng 94.00 Informatif
Desa Senga Selatan, Kabupaten Luwu 92.11 Informatif
Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai 89.57 Menuju Informatif
Desa Lainungan, Kabupaten Sidrap 89.01 Menuju Informatif
Desa Langda, Kabupaten Enrekang 86.42 Menuju Informatif
Desa Bantimurung, Kabupaten Luwu Utara 80.82 Menuju Informatif
Desa Mattiro Tasi, Kabupaten Pinrang 78.01 Cukup Informatif
Desa Pakatto, Kabupaten Gowa 77.60 Cukup Informatif
Desa Panaikang, Kabupaten Pangkep 71.45 Cukup Informatif
Lembang Rantedada, Kabupaten Tana
Toraja 69.13 Cukup Informatif
Desa Cilellang, Kabupaten Barru 65.30 Cukup Informatif
Desa Bonto Tallasa, Kabupaten Maros 64.30 Cukup Informatif
Desa Panyangkalang, Kabupaten Takalar 62.91 Cukup Informatif
Desa Balantang, Kabupaten Luwu Timur 61.92 Cukup Informatif

PROVINSI S

KOMISI INFORMASI

ULAWESI SELATAN
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KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Gedung J Lantai III Kantor Gubernur
MAKASSAR

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 001/SK.MONEV/KI-SS/XII/2022

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN
PUBLIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
di Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi Informasi Provinsi
Sulawesi. Selatan melakukan Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;

b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan
dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur
pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan
publik;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tentang Hasil
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada
Badan Publik di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);



Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 37);

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 1124/V/TAHUN 2022

tanggal 20 Mei 2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
Badan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
tanggal 17 November 2022

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI BADAN PUBLIK  PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2022.

Bahwa Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi Sulawesi
Selatan. Tahun 2022 berupa pemeringkatan badan
publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
yang meliputi kualifikasi Informatif, Menuju Informatif,
Cukup Informatif, Kurang Informatif, Tidak Informatif
dan Tidak Dinilai yang terbagi dalam kategori
Pemerintah  Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi
Selatan, Organisasi Perangkat Daerah Dalam Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah
Desa tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bahwa hasil keputusan ini sepenuhnya merupakan
kewenangan Komisi Informasi Provinsi dan tidak dapat
diganggu gugat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal , 02 Desember 2022
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI
SULAWESI SELATAN

NOMOR : 001 /SK.MONEV/KI-SS/XII/2022
TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

I. Kategori Organisai Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan
NO OPD NILAI KUALIFIKASI
Rumah Sakit Umum Daerah
! | Labuang Baji Prov. Sulsel e s
Badan Perencanaan
2 Pembangunan, Penelitian. dan 90,42 INFORMATIF
Pengembangan Daerah = Prov. *
Sulsel
3 Dinas Kependudukan dan 80.61
Pencatatan Sipil Prov. Sulsel Y MENUJU INFORMATIF
4 | Dinas Perindustrian Prov. Sulsel 75,59 CUKUP INFORMATIF
5 Dinas « Temaga Kerja dan 66.49
Transmigrasi Prov. Sulsel i CUKUP INFORMATIF
Badan Penanggulangan Bencana
g Daerah Prov. Sulsel 66,08 CUKUP INFORMATIF
B Badan Keuangan dan Aset 64.50
Daerah Prov. Sulsel . CUKUP INFORMATIF
II.Kategori Pemerintah Desa
NO DESA NILAI KUALIFIKASI
Desa Bulo Kecamatan Panca
1 | Rijang Kabupaten Sidenreng 94,42 INFORMATIF
Rappang
Desa Sampano Kecamatan
2 | Larompong Selatan Kabupaten 84,60 MENUJU
Luwu INFORMATIF
Desa Ulaweng Cinnong MENUJU
3 | Kecamatan Ulaweng Kabupaten 83,89 INFORMATIF
Bone
Desa Panaikang Kecamatan
4 | Minasatene Kabupaten 82,93 MENUJU
Pangkajene dan Kepulauan INFORMATIF
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5 | Desa Balantang Kecamatan Malili wiaE MENUJU
Kabupaten Luwu Timur 7 INFORMATIF
Desa Bontosunggu Kecamatan

6 | Bontoharu Kabupaten Kepulauan 81,62 MENUJU
Selayar INFORMATIF
Desa Topejawa Kecamatan

7 | Mangarabombang Kabupaten 81,49 MENUJU
Takalar INFORMATIF

8 Desa Barania Kecamatan Sinjai 78.13
Barat Kabupaten Sinjai 2 CUKUP INFORMATIF
Desa Bira Kecamatan

9 | Bontobahari Kabupaten 71,49
Bulukumba CUKUP INFORMATIF
Desa Pa'bentengang Kecamatan

10 | Marusu Kabupaten Maros 95,25 CUKUP INFORMATIF

11 Desa Salulemo Kecamatan 61.54
Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ? CUKUP INFORMATIF
Desa Lempangang Kecamatan

12 2 60,65
Bajeng Kabupaten Gowa CUKUP INFORMATIF

III. Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota
NO KAB/KOTA NILAI KUALIFIKASI
1 | Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 93,84 INFORMATIF
3 MENUJU
2 [Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 81,21 INFORMATIF
MENUJU

3 | Pemerintah Kota Parepare 80,15 INFORMATIF

4 | Pemerintah Kabupaten Pinrang 77,82 COEURINGD S

5 Pemerintah Kabupaten Sidenreng 69,48 CUKUP INFORMATIF
Rappang

6 | Pemerintah Kabupaten Maros 68,78 CUKUP INFORMATIF

7 | Pemerintah Kabupaten Sinjai 66,90 CUKUP INFORMATIF
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8 | Pemerintah Kabupaten Jeneponto 63,98 CUKUP INFORMATIF

9 Pemerintah Kabupaten Pangkajene 61,06 CUKUP INFORMATIF
dan Kepulauan

10 | Pemerintah Kabupaten Luwu 60,06 CUKUP INFORMATIF

11 | Pemerintah Kabupaten Soppeng 60,03 CUKUP INFORMATIF

KOMISI INFORMASI
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